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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAI.I KOMISI PEMIUHAN I.,MUM IGBUPATEN PONOROGO

NOMOR: 9 I w.ol.2-Kptl 3502/KPU-Iab I xr I 2ot9

TEI{TANG
PEDOMAN TEKMS PEMI,JTAKHIRAN DATA DA}iI PENY-TJSUNAT'I DAFTAR PEMILIH

DAI.AI\I PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM IGBI.JPATEN PONOROGO,

Menimbang a. bahwa unhrk melaksanat<an ketentuan pasal 32 Ayat (2)
Perattrran Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Pemutakhiran Data
dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walcil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan selagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Kepuhrsan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang tentang
Pedoman Teknis Pemutaktriran Data dan Pen5rusunan
Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Ponorogo Tahun 2O2O.

1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggarrti Undang-Undang Nomor 1

Tatrun 2OL4 teqtang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambatran
Iembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, teraktrir dengarr
Undang-Undang Nomor 10 Tatrun 2016 tcntang Perubatran
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tatrun z0l4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lcmbaran
Negara Republik lndonesia Tatrun 2016 Nomor 130,
Tambatran kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
58e8);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun ?OLT tentang Pernilihan
Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7
Nomor 182, Tambahan Ircmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6f09);

3. Perahrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tatrun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum I(abupaten/Kota sebagaimana telatr
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tatrun 2OO8;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2Ol7 tentang Pemuthakiran Data dan
Pen5rusunan Daftar pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan
Waldl Gubernur, Bupati dan Wakil Ehrpati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota.
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5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2OL9
tentang Tata Kerja Komisi Pernilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun
2OL9 Nomor 320);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2OL9
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur, dan Waldl Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati , Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota
Tahun 2O2O (Berita Negara Republik lndonesia Tatrun 2Ol9
Nomor 905);

7. Keputtrsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Nomor LlPP.Ol.2-Kptl3502/KPU-Kab llKl2Ol9 tentang
Tatrapan, Prograrn dan Jadwal Penyelenggaraan Pernilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O;

8. Kepuhrsan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten Ponorogo
Nomor 5/PP.01.2-Kptl3502/KPU-Kab IIX/2OL9 tentang
Pedoman Telaris Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo, Pembenhrkan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Keca:rratan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo Nomor : 386/PP.01.2-
BA/3502/KPU-Kab lxlll2OL9 tanggal 31 Desember
20t9.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PONOROGO TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PEI\TYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PONOROGO TAHUN 2O2O;

Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercanhrm
dalam LAMPIRAN I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini;

Menetapkan Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih sebagaimana tercanhrm datam LAMPIRAN II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlalm sejak tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliman akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2Ot9
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO
Untuk SALINAN yang sah

aslinya ttd

(,
$("
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I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR: 9 / PP. o 1 . 2-Kpt I 3502 I KPIJ -t<ab I xt I 20 t9
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PET{YUSUNAN DAFTAR PEMILIH DAI.AM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PONOROGO TAHUN 2O2O

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DAI,AM
PEMILIHAN BUPATI DAIY WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2O2O

BAE} I
PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG
Daftar pemilih yang alcurat merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O,
Semua penduduk Kabupaten Ponorogo yang sudah memenuhi syarat sebagai
pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo perlu
membuat pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tatrun 2O2O. Keputusan ini
sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O, dan agar setiap
orang mengetahui keputusan tersebut.

B. MAKSUD DANTUJUAN
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman hagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Walcil Bupati

Ponorogo Tatrun 2O2O dalam menrusun dan menetapkan Daftar Pemilih
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2O2O;

2 Agar semua penduduk Kabupaten Ponorogo yang telah memenuhi syarat
sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tatrun 2O2O;

3 Agar masyarakat dan para pemanglm kepentingan di Kabupaten Ponorogo
mengetatrui tentang keputusan tersebut.

C. KE"]'ENTUAN UMUM
1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tatrun 2O2O, selanjutnya

disebut ps"nilihan adalatr pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayatt
Kabupaten Ponorogo untuk mernilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung
dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Teraldrir yang selanjutnya disebut Pemilu
atau Pemilihan Teraktrir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Penrrakilan Daerah, Dewan Perwakilan Ralryat Daerah atau Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan paling al&ir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU,
adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara
pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalarn penyelenggaraan
Pemilihan berdasarkan ketenhran yang diatur dalam undang- undang
Pemilihan.



4. Komisi pernilihal Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU
Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pgrnilihan umum sebagaimana
ditnaksud dalam undang- undang penyelenggara pernilihan umum yang
diberikan hrgas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
berdasarkan ketenhran yang diattrr dalarn undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut KPU
Ihbupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang- undang penyelenggara petnilihan umum yang
diberikan hrgas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
berdasarkan ketenhran yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pernilihan Kecamatan yang selanjutnya dising[at PPK, adalatr
panitia yang dibenhrk oleh KPU Kabupaten unhrk menyelenggarakarr
Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingtcat PPS, adalah panitia
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di
tingkat desa/ kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sela4jutnya disingkat
KPPS, adalah kelompok yang dibenfuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemuhgutan suara.

9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalatr
lembaga penyelenggara pernilihan umum yang berhrgas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana rlimaksud dafam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pernilihan umum yang diberikan tugas
dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pernitihan berdasarkan
ketentuan yang diahrr dalam undartg-undang Pcmilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum
yang berhrgas menga\rasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayatr
provinsi sebagaimana dirnaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalarn pengawasan penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur berdasarkan ketenfiran yang diatur dalatn undang-undang
Pemilihan.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut
Panwas Kabupaten, adalatr panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
berhrgas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayatr kabupaten.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas
Kecarnatan, adalah panitia yang dibenhrk oleh Parrwas Kabupaten yang
berhrgas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau
nama lain.

13. Pengawas Pernilihan Lapangan yang selar{utnya disinglat PPL, adalatr
petugas yang dibentuk oleh Parrwas Kecamatan yang berhrgas mengawasi
penyelenggaraan pgmilihan di desa/keluratran.

L4. Petugas Pemutaktriran Data Pemilih yang selanjutnya disinglat PPDP, adalatr
petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membanhr PPS dalarn
pemutakhiran data Pemilih.

15. i']asangan Calon adalatr Bat<al Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang
telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disinglrat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.

17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah lT (tujuh belas) tatrun
atau sudatr/pernatr ka\rin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Femilihan yang selanjutnya disingftat DP4,
adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang
memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara yang sela4jutnya disingkat DPS, adalah daftar
Pemilih hasil pemutaktriran Daftar Pemilih Tetap pernilihan umum atau
pemilihan teralctrir dengan mempertimbangftan DP4.

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingftat DPT, adalah DPS yang telatr
diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabirpaten.
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21. Daftar ps"nilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalatr daftar
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPI, na.rrun memenuhi
syarat dilayani penggun€ran hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan
suara.

22. Dafitar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang
berisi Pemilih yang telatr terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya di TPS lain.

23. Pemutaktriran Data Pemilih adalatr kegiatan unttrk memperbatrarui data
Pemilih berdasarkan Daftar Pemiiih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan
Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melalmkan verifikasi
faktual data Pemilih dan selartjutnya digunakan sebagai batran pen5msunan
DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibanhr oleh PPK dan
PPS.

24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi
informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan
dalam men)nrsun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data
Pemilih.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan
yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara
rnendatangi Pemilih secara langsung.

26. TLrfl Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sarrra
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.

27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang
menerangfuan bahwa Pemilih telatr berdomisili di wilayatr administratif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan.

28. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PEI.ITELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO
TAHUN 2O2O
1. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tatrun 2O2O

berpedoman padaasas:
a- It{andiri;
b. Jujur;
c. Adil;
d. Kepastian hukum;
e. Tertib;
f. Kepentingan Umum;
g. Keterbukaan
h. Proporsionalitas;
i. Profeseionalitas;
j. Akuntabilitas;
k Efisiensi;
l. Evektifitas; dan
m. Aksesibilitas.

E. Formulir
1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutalrtriran data dan

penrusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir :

a. Model A-I(WK merupakan Daftar Pemilih;
b. Model A.A-I(WK merupakan Daftar Pemilih Baru;
c. Model A.A.I-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
d. Model A.A.2-I(WK merupakan Stiker Tanda Bulrti Pencocokan dan

Penelitian;
e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
f. Model A.B-I(WK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil

Pemutaktriran;
g. Model A.8.I-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil

Pemutaktriran Desa/ Kelurahan ;



SALI NAN

h. Model A.B.2-I(WK menrpakan Rekapihrlasi Daftff Pemilih Hasil
Pemutakhiran Kecamatan ;

i. Model A.C-I(WK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
j. Model A.C.l-I(WK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non

I(IP-elektronik Desa/ Kelurahan;
k. Mode! A.C.2-KW'K mempakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non

fTP- tileli*ronik Kecam atan ;
1. Model A.C.3-I(WK merupakan Rekapitulasi f)aftar Pemilih Potensial Non

KTP-elektronik Kabupaten / Kota;
m. Model A.I-I(WK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
n. Model A.l.3-I(WK merupakan Rekapihrlasi Daftar Pemilih Sementara

Kabupaten;
o. Model A.l.A-I(WK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan

Masyarakat terhadap DPS;
p. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
q. Model A.2.l-I(WK merupakan Rekapitulasi Daftff Pemilih Sementara

Hasil Perbaikan Desa/ Keluratran
r. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

Hasil Perbaikan Kecamatan;
s. Model A.3-I(WK merupakan Daftar PemilihTetap;
t. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daft.ar Pemilih Tetap

Kabupaten;
u. Model A.4-I(WK merupakan Daftar Pemilih Pindatran;
v. Model A.S-I(WK mempakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih

Pindahan); dan
w. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambatran.

BAB II
HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap
bemmur 17 (firjuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernatr kawin mempunyai
hak memilih.

2 Untuk dapat menggunakan hak memilih dalarn Pemilihan, Warga Negara
Indonesia harrs terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalarn
undang-undang.

3 Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 hartrs memenuhi syarat:
a- genap berumur 17 (tujuh belas) tatrun atau lebih pada hari pemungutan

suara atau sudatr/pernah kawin;
b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pithnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Karhr Tanda

Penduduk Elelrtronik;
e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Eleklronik

sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat
Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana r{imalcsud pada
angka 3 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus
dibuktikan dengan surat keterangandolrter;

S Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar psmilih, ternyata tidak
lagi memenuhi syarat sebagaimana dirnaksud pada angka 3, Warga Negara
Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

6 Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalo"' daftar Pemilih di PPS pada
setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
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7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (sattr) tempat tinggal, Pemilih di'naksud
didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalatn Karhr Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan.

8 Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana climalcsud pada angfa 6
(enam), diberikan tanda bulrti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.l-I(WK
dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunalcan
formulir Model A.A. 2-I(WK.

BAB III
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEI{YEDI,AAN DATA PEMILIH
1. Pemerintatr menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan

divalidasi kepada KPU paling lambat 6 {enaml bulan sebelum hari
pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.

2. DP4 sebagaimana dimal<sud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang
pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
lebih, atau sudatr/pernatr kawin secara terinci untuk setiap desa/keluratran.

3. DP4 sebagairnana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi,
meliputi:'
a. Nomor urut;
b. Nomor Induk Kependudukan;
c. Nomor Karhr Keluarga;
d. Nama Iengkap;
e. Tempat Lahir;
f. Tanggal Lahir;
g. Umur;
h. Jenis Kelamin;
i. Status Perkawinan;
j. Alamat Jalan/Dukuh;
k. Rukun Tetangga (RT);
1. Rukun Warga (RW); dan
m. Jenis Disabilitas.

4. DP4 sebagaimana rlimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapihrlasi
DP4, diseratrkan dalam benttrk soficopy dan dituangkan dalan berita acara
seratr terima.

5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan menggunakan
format uel dan/atau Comma SeparatedValues (CSV).

6. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1,
KPU melakukan analisis DP4;

7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan
Teraldrir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dirnaksud pada angka 6;

8. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan
dengan cara menambatrkan Pemilih Pemula ke dalarrr DPI Pemilu atau
Pernilihan Terakhir.

9. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi:
L Pemilih yang genap berumur f7 (ttrjuh belas) tatrun atau lebih pada hari

pemungutan suara; atau
b. Pemilih yang telatr ben batr status dari status anggota Tentara Nasional

Indonesia atau Kepolisian NlSara Republik Indonesia menjadi status
sipil.

10. KPU menyanpaikan hasil analisis DP4 sebagaimalla rlirnsksud pada angka 6
dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU
Kabupaten sebagai bahan dalam melaktrkan pemutakhiran.

11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6,
pada papan pengumuman dan/atau lamanKPU;

12. KPU Kabupaten menJ rsun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinlaonisasi
dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angfa 10 dengan menggunakan formulir
ModelA-I(WK;
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13. Penyrsunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan
dengan membagi Pemilih unhrk tiap TPS paling barryak 800 (delapan ratus)
orang, dengan memerhatikan:
a- tidak menggabungkan desa/keluratran atau sebutan lain;
b. memudahkan Pemilih;
c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
d. jarak dan wakt u tempuh menuju TPS dengan

memerhatikan tenggang walrhr pemungutan suara
14. KPU Kabupaten menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada

angka 10, kepada:
a PPDP melalui PPK dan PPS dalarn bentuk hnrdapg;
b. PPK dan PPS dalam benhrk sofiapy.

B. PEMUTAKFTIRAN DATA PEMILIH
1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a. Pencocokan dan Penelitian diPPDP
1) KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutalctriran Data Pemilih dibantu

oleh PPDP;
2l PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berasal dari

pengums Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW, yang
diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;

3) PPDP sebagaimana rlirnst6sud pada angka 21, diangtcat dan
diberhentikan dengan Kepuhrsan KPU Kabupaten;

4l PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlatr:
a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai

dengan 400 (empat rattrs) orang; dan
b) pating banyak 2 (dua) orang unttrk setiap TPS dengan jumlah

Pemilih lebih dari 4OO (empat ratus) orang.
5) PPDP melalrukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara

langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau
Rukun Warga (RW);

6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan untuk
memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
a) mencatat Pemilih yang telatr memenuhi syarat, tetapi belum

terdaftar dalarn daftar Pemilih menggunakan forrnulir Model A.A-
I(WK;

b) 'memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
d) mencoret Pemilih yang telatr pindatr domisili ke daerah lain;
e) mencoret Pemilih yang telah berubatr stattrs dari stahrs sipil

menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

0 mencoret Pemilih yang belum genap berumur LT (ttrjuh belas)
tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada
keberadaannya;

h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan
surat keterangan dokter;

i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan kleusus pada kolom
jenis disabilitas; dan

k) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan
Pemilihan.

71 Dalam hal Pemilih yang tercanfirm dalam daftar Pemilih pada forrnulir
Model A.I(WK sebagaimana dir"aksud pada angka hurr.f A angka 13
dan formulir Model A.A-I(WK sebagaimana dimaksud pada angka hunrf
angka 6) huruf a):
a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan; atau
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b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilalmkan
Coklit terhadap Karhr Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan;

Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Karhr Keluarga kepada
PPDP sebagai dasar Coklit.
Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada an$<a 71,
PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam forrnulir Model A.I(WK dan
formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom
keterangan:
a) tidak mempunyai Karhr Tanda Penduduk Elektronik atau Surat

Keterangan; atau
b) belum dapat dipastikan kepemilikall Karhr Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan.
PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan
menggunakan formulir Model A.A.l-I(WK dan menempelkan stiker
Coklit dengan menggunakan forrnulir Model A.A.2-I(WK pada rumah
Pemith sesuai dengan jumlah kepalakeluarga.
PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana
di'naksud pada angt<a9) ke dalam formulir Model A.A.3-I(W'K.
PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud
pada angka 10) kepadaPPS.
PPS melaksanalcan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih
kepada PPDP.
Bimbingan teknis Pemutalctriran Data Pemilih kepada PPDP
sebagaimana dimaksud pada angka 12) meliputi:
a) jadwal pelaksanaan Coklit;
b) persiapan pelaksanaan Cok1it;
c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
d) tata cara pengisian formulir.
PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan
desa/keluratran sebelum dan setelah PPDP melaktrkan Coklit
sebagaimana dimaksud pada angka 5).
PPDP dalam melaktrkan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada
angka 5) wajib menggtrnakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.

e)

10)

11)

\21

13)

14)

1s)

b. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPS
1) Setelatr menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam

huruf a angka 11), PPS menJrusun daftar Pemilih hasil pemutaktriran
berdasarkan hasil Coldit oleh PPDP.

2l PPS dalam menJrusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, sebagaimana
dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat sofircpg
terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih barr-, perbaikan
data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model
A.B-I(WK.

3) PPS menyrsun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum
dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elelctronik atau
Surat Keterangan sebagaimana dimal<sud dala:rr huruf a angka 8),
dengan menggunakan fomulir Model A. C-I(WK

4l PPS melalcukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah
menJmsun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1),
dengan menggunakan formutir Model A.B. 1 -KWK.

5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada angka 3) dengan menggunakan formulir ModelA.C.l-I(WK.

6) Rekapihrlasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) dilakukan
dalarn rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dala:rr berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

T Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6) dihadiri
oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 71, PPL
atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan
apabila terdapat kekeliruan dalam rekapihrlasi.
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9) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8) hartrs disertai dengart
data autentik dan buli*i tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK,
tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada
angka 9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

11) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagatmana dimaksud pada angka
1) dan angka 3) kepada PPK, PPL dan KPUKabupaten dalam benhrk
soficopg dan lurdopy.

12) PPS menyampaikan rekapittrlasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada angka 4) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk
scJtapy dan hardcopy.

13) Datam hal PPS melalmkan penyusunan daftar Pernilih hasil
pemutaktriran secara manual, penyampaian daftar Pemilih
sebagaimana rlimaksud pada angka 1), angka 3), dan angka 4l
dilakukan dalam bentuk hardmpy.

c. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian diPPK
1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di

wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutal,chiran
dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4) dan angka 5).

2) PPK menytrsun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud datam hunrf b
angka 5) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-I(WK.

3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaktrkan dalam
rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dala:rr berita acara yang
ditandatangarri oleh Ketua dan Anggota PPK

4l Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3) dihadiri
oleh PPS, Parrwas Kecarnatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4),
Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dala:n rekapittrlasi.

6) Masukan sebagaiman4 rlirn6ksud pada angka 5) hanrs disertai dengan
data autentik dan bukti terttrlis berupa nama Pemilih, NKK, NIK,
tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

T PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada
angka 6), apabila data yang dihrnjukkan terbukti benar.

8) PPK menJ rsun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih
sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dala:n formulir Model A.8.2-
I(WK.

9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada
angka 8) dan salinan formulir Model A.C.2-K\MK sebagaimana
dimaksud pada angka 2) disampaikan keoada:
a) KPU Kabupaten Ponorogo;
b) KPU Provinsi; .

c) Panwas Kecamatan;
d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapihrlasi hasil Pencocokan dan Penelitian dan Penetapan DPS di KPU
Kabupaten
1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pernilih dari PPK sebagaimana

dimaksud dalam huruf c angka 9) huruf a), KPU Kabupaten melalrukan
rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.

2l KPU Kabupaten menJrusun daftar Pemilih hasil pen5 rsunan PPK
sebagaimana dimaksud dalam hurr.f c angtca 2) dengan menggunakan
formulir Model A. C. 3-KWK.

3) KPU Kabupaten melaktrkan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model
A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mengacu
padaDP4.

4l Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1)

dilalarkan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalasr berita
acara yang ditandatangani ol.eh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka a) dihadiri
oteh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan
dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat.
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6) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5), PPK, Parrwas
Kabupaten, atau Tim Kamparrye Pasangan Calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliman dalalrt rekapihrlasi.

7) Masukan sebagaimana dimakstrd pada angka 6) hanrs disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir,
pgrnilih, dan lokasi TPS.

8) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada angka 7), apabila data yang dihrnjukkan terbukti
benar.

9) KPU Kabupaten menJnrsun rekapihrlasi DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 1), ke dalam forrnulir Model A.1.3-I(WK.

10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan formulir Model A.l.3-KWK
sebagaimana dirnaksud pada angka 9) dan formulir Model A.C.3-KWK
sebagaimana dimaksud pada angka 3) kipada:
a) KPU Provinsi;
b) KPU melalui KPU Provinsi;
c) Panwas Kabupaten;
d) setiap Tim Ka:nparrye Pasangan Calon;
e) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

11) KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada
angtca 1), menggunakan formulir Model A.l-I(WK.

12) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 11), kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga)
rangkap, untuk digunakan sebagai:
a)' pengumuman di kantor desa,/kelurahan;
b) pengumuman di balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

dan
c) arsip PPS.

13) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud
pada angka 11), dalam bentuk soficopg dengan forrrat portable
doq.tment format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan
Panwas Kabupaten.

14) KPU Kabupaten memberikan salinan DPS dalam benttrk soficopg
dengan format qel atau comma separated uafues (CSV/ dari Sistem
Informas Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim
I(empanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten

15) KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo unhrk meminta keterangarr
batrwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayatr
administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelatr
menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka
10) huruf e.

16) Dalam hat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ponorogo tidaf< memberikan keterangan bahwa Pemilih yang
bersanglantan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang
menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 15),
KPU Kabupaten menemui Dinas Kepend;qdukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ponorogo unttrk meminta menirbitkan keterangan tersebut.

17) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS beraktrir, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak
memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersanglmtan telatr
berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakarr
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16), KPU Kabupaten
mencoret Pemilih yang bersanglmtan, dan menuangkan ke ddam
berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan
disaksikan oleh Parrwas Kabupaten.

18) Dala:n hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ponorogo tidak dapat memberikan selurrrh data dan informasi
mengenai data Pemilih yang masuk dale'n formulir Model A.C.3-KWK,
KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
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19) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 18)

dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang
menyelenggarakan urusan dalam negeri unhrk melakukan pengecekan
terhadap data Pemilih yang ada dalam forrnulir Model Model A.C.3-
I(WK.

20) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilalilkan bersama dengan
kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada angka l9), kepada KPU Kabupaten
Ponorogo.

21) KPU Kabupaten segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana
dimaksud pada angka 20) dengan melakukan:
a) memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih rlimaksud

terdaftar databa.se kependudukan ;

b) mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam
database kependudukan daerah pernilihan lain; dart

c) berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ponorogo untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi
pemilih yang tidak terdaftar dalam database kependudukan.

e. Pengumuman DPS
PPS mengumumkan DPS pada tempat y3r1g mudah dijangkau untuk
mendapat tanggapan masyarahat selarrra 10 (sepuluh) hari, setelah
menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 12).

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
a. Perbaikan DPS Tingkat PPS

1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau
identitas lainnya yangtercanhrm dalam DPS kepadaPPS.

2l Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih
atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat
memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang
pgrnilih kepada PPS, yang meliputi:
a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana rtimaksud pada BAB II

angka 3;
b) Pemilih sudatr/pernah kawin dibawatr umur L7 (tujuh belas)

Tatrun;
c) Pemilih sudatr pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
' Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang

berubah stattrs menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

d) Pemilih sudatr meninggal dunia;
e) Pemilih tidak berdomisili di kelurahan di wilayatr Kabupaten

Ponorogo;
0 Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
g) Pemilih terdaftar tetapi sudatr tidak lagi memenuhi syarat sebagai

Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3.
3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

fisampaikan kepada PPS dengan menunjuldcan dan menyerahkan
salinan (fotocopgl Karhr Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan unhrk d,iperbaiki,
serta mengisi formulir Mode1 A. I .A-KWK.

4l PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya
diusulkan untukdiperbaiki. 

i5) Dalan hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan
serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan
identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

I
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6) PPS melakukan rekapihrlasi DPS hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir ModelA.2.1-I(WK.

n PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada
angka 5) dan rekapihrlasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud
pada angka 6) kepadaPPK.

b. Rekapihrlasi Perbaikan DPS TingkatPPK
1) PPK melakukan rekapihrlasi hasil perbaikan DPS setelah menerima

hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dirnaksud dalam huruf a
angka 7) menggunakan forrnulir Model A.2.2-I(W'K

2l Rekapihrlasi sebagaimana rlimaksud pada angfta 1) dilakukan dalam
rapat pleno terbuka dan di-tuangkan ke dalam berita acara yang
ditandatangani oleh Kehra dan AnggotaPPK.

3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri
oleh PPS, Parrwas Kecarnatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

4l Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimahsud pada angfta 3),
Panwas Kecarnatan atau ,fi* Kamparrye Pasangan Calon dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliman dalam rekapitulasi.

5) Masukan sebagaimana rlimaksud pa{a angka 4) hants disertai dengan
data autentik dan bukti terttrlis benrpa nama Pemilih, NKK, MK,
tanggal latrir Pemilih, dan lokasiTPS.

6) PPK wa$ib menindaklanjuti masukan sebagaimana dirnaksud pada
angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.

7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan
sebagaimana dimaksud pada angka l kepada:
a) KPU Kabupaten;
b) KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
c) Parrwas Kecamatani dan,
d) Setiap Tim Kamparrye Pasangan Calon

c. Rekapittrlasi Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Ponorogo
l) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana

dimaksud dalam huruf b angka 7) huruf a), KPU Kabupaten melaktrkan
rekapittrlasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.

2l Rekapihrlasi dan penetapan DPI sebagaimana dimaksud pada angka
1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU lkbupaten.

3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2), dihadiri
oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

4l Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Parrwas
Kabupaten, atau Tim Ikmpanye Pasangan Calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliman dalaln rekapihrlasi.

5) Masukan sebagaimana dirnaksud pada angka 4), harus disertai dengan
data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NKK, NIK,
tanggal lahir Pemilih, dan lokasiTPS.

6) KPU l(abupaten wajib ,menindaklanjuti masukan sebagaimana
dimaksud pada angka 5), apabila data yang diseratrkan terbul<ti benar.

7l KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada anglra
1) dengan menggunakan foimulir Model A.3-I(WK.

8) KPU Kabupaten menJ rsun rekapitulasi DPT ke dalam forrrrulir Model
A.3.3-I(WK

9) KPU Kabupaten menyampdikan salinan rekapittrlasi DPT sebagaimana
dimaksud pada angka 8)kepada:
o, KPU Provinsi;
b. KPU melalui KPU Provinsi;
c. Parrwas Kabupaten;
d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo.

I
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10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana
climaksud pada angka 9) kepada PPS melatui PPK dalam jumlah 3 (tiga)
rangt<ap untuk digunakan sebagai:
a. Pengumuman di kantorkelurahan;
b. Pengumuman di Balai Rulmn Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

dan
c. Arsip PPS.

11) KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud
pada angka 9, dalam benhrk sofiapg dan format portable docum.ent

form.at (pdf) yaurrg tidak dapat diubatr kepada Tim Ikmparrye Pasangan
Calon tingkat kecamatan, Tim Ka:rrpanye tingkat kabupaten , Panwas
Kecarnatan dan Parrwas Kabupaten .

12) KP'U Kabupaten memberikan salinan DPT dalasr bentuk sofiapy
dengan format excel ataa @mnlo separated ualues (CSW, apabila
terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat
kecarrratan, Tim IGmpanye Pasangan Calon tingkat kabupaten, Panwas
Kecamatan dan Panwas Kabupaten

d. Pengumuman DPT l

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudatr dijangkau setelatr
menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalarn huruf c
angka 10.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAII{BAIi{N DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai psmilih,

menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan su6ra dengan dimasukkan
dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan
menggunakan formulir Model A.Tb-I(WK

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
1. Salinan DPT sebagaimana dimahsud dalam Bab III huruf B angka 2 huruf c

angka 1O) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagoi"'611" dlo"k*11d lada angka ,. ttirdiri atas data Pemilih yang

telah terdaftar dalarn DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang
bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi
dan/atau kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu
wilayah.

3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
a. menjalankan ttrgas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
b. menjalani rawat inap di rumatr sakit atau puskesmas dan keluarga yang

mendampingi;
c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
d. menjalani rehabilitasi narkoba;
e. menjadi tatranan di rumah tatranan atau lembaga perrnasyarakatan;
f. tugas belajar;
g. pindah domisili; dan/atau
h. tertimpa bencana alam.

4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir
Model A.4-KWK paling la:nbat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DPPH
1. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam

huruf B anglca 2, Pemilih hartrs menunjukkan bukti identitas yang sah dan
bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
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2. Pemilih sebagaimana dimal<sud pada angka 1, melaporkan kepada PPS asal
untuk mendapatkan surat pemberitatruan DPPh dalam formulir Model A.5-
I(WK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum hari pemungutan suara.

3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
pada angka I dan angka 2, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten
tduan untuk mendapatkan formulir Model A.S-I(WK paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum hari pemungutan suara.

4. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, meneliti kebenaran identitas yang bersanglotan
pada DPI.

5. Dalam hal Pemilih telatr terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten
menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model
A.S-KWK, dengan ketenhran :

a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkrrtan; dart
b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

6. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada
angka 5 pada kolom keterangan DPT.

7. Pemilih menyampaikan formulir Model A.S-I(WK kepada PPS tempat tujuan
memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten dalam menJrusun data Pemilih, DPS dan DPT
menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.

Z Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana rlimaksud pada angfta 1 digunakan
untuk me'ndukrng kerja penyelenggara Pemilihan dalaJn menJrusun,
mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani
Pemiiih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

3 Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukhan data DPTb pada Sistem
Inforrnasi Data Pemilih guna memudatrkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk
Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Petunjuk telsds Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh KPU.

5 Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3
diselenggarakan oleh I(PU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK danPPS

6 Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk
menyelenggaralcan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan,
penJmsunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses
pemasukan data pada Sistem Inforrnasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK
dan/atau KPU Kabupaten.

'-l

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEI.APORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten memonitor dan melakukan pencermatan terhadap
pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS danPPK.

2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP
sebagaim4la dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling
sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada angka 2 diahrr dengan Kepuhrsan KPU.
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A. PELAPORAN
1. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten

terhadap Pemutakhiran Data dan penyrsunan Daftar Pemilih.
2. :KPU Provinsi wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutaktriran Data

Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
Provinsi.

3. KPU Kabupaten wajib menyampaikan laporarr tahapan Pemutalrtriran Data
Pemilih kepada I(PU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya
kepada Panwas Kabupaten.

BAII VII
KETENTUAN I,AIN-I.AIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elelctronik sudatr mencalrup LOO%
(seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan
Pemutaldriran Data Pemilih berkelanjutan.

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO
Untuk SALINAN yang satr

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KPU IGBUPATEN PONOROGO

Kepala Sub Bagian MUNAJAT
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SALINAN yang satr
dengan aslinya

SAtI NAN

I.,AMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
NoMoR: 9 / PP. o r . 2-Kptl 3s02 / KPU -t<ab l ro.r I 2ot9
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATT DAN WAKIL BUPATI
FONOROGO TAHUN 2O2O

ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 31 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

I(ABUPATEN PONOROGO

ttd
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NO KODE NAMA

MODEL A

1 A-KWK Daftar Pemilih

2 A.A-I(WK Daftar Pemilih Baru

3 A.A.1-I(WK Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih

4 A.A.2-KWK Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian

A.A.3.I(WK Laporan Hasil Coklit PPDP

Daftar Perubahan Pemilih Hasi Pemutakhiran

7 A.8.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/ Kelurahan

8 A.B.2-I(WK Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan

9 A.C-I(WK Daftar Pemilih Fotensial Non KTP-etektronik

10. A.C.1-I(WK Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non I(IP-elektronik
Desa/Kelurahan

11 4.C.2-I(\[IK Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
Kecamatanr

l2 A.C.3-I(WK.
Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non I(IP-elektronik
Kabupaten

13. 4.1-r(WK Daftar Pemilih Sementara

t4 A.1.3-I(WK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara l(abupaten

15. A.I.A-I(WK Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS

Daftar Pemilih Hasil Hasil PerbaikanL6. A.2-KWK

17. A.2.1-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
Desa/Kelurahan

A.2.2-I(WK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

19 A.3-I(WK Daftar Pemilih Tetap

20. A3.3-KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten

2t. A4-KWK Daftar Pemilih Pindahan

22 A5-I(WK Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)

A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan

MUNAJAT

't, P'

5.

6. A.B-I(WK

18.

23.


